BABY

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Hasil analisa pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penyusunan
LAKIP Pemda Kabupaten Bantul sudah sesuai berdasarkan Pedoman Penyusunan
LAKIP karena sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah penerapan LAKIP telah
berlangsung di mana Pedoman Penyusunan LAKIP yang dikeluarkan oleh
Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun 2003 telah menjadi tolok ukur dalam
penyusunan LAKIP Pemda Kabupaten Bantul, sehingga format dan isi serta
mekanisme pelaporan LAKIP Pemda Kabupaten Bantul mengacu pada Pedoman .
Penyusunan LAKIP.

Penerapan LAKIP selama ini belum terlaksana secara optimal, karena
masih ada kekurangan-kekurangan yang menjadi kendala dalam proses
penyusunan LAKIP khususnya secara teknis yang masih perlu untuk diperbaiki.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan LAKIP Pemda Kabupaten Bantul
masih memiliki keterbatasan dalam penyusunannya. Akibatnya masih harué terus

dilakukan penyempurnaan.
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V.2. Keterbatasan

1.

V3.

1.

Pengamatan atas proses penyusunan LAKIP terfokus pada Bagian Tata
Pemerintahan serta salah satu dinas yaitu Dinas Pendapatan Daerah (dipenda).
Sehingga belum diperoleh gambaran secara menyeluruh dari Dinas/Instansi lain
yang terkait.

Penelitian ini hanya terbatas pada proses penyusunan LAKIP saja, sedangkan

untuk pengukuran dan pelaporan LAKIP dapat dilakukan penelitian lanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, saran dari penulis yaitu :

Perlu adanya konsistensi personil dari Dinas/Instansi dengan cara atasan yang
menunjuk salah seorang bawahannya untuk bertanggung jawab tetap atas
penyusunan LAKIP.

Perlu adanya tambahan sarana dan parasarana khususnya komputer yang sangat
vital fungsinya dalam proses penyusunan LAKIP,

Perlu adanya pelatihan dan pengembangan SDM guna mendapatkan hasil yang

optimal dari SDM yang berkualitas.
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Lampiran 1

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOGR 7 TAHUN 1999

‘TENTANG
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

1

bahwa dalam rangka lebih meringkatkan pelaksanaan pemerintahan yang
lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab,
dipandang perlu adanya pelaporan akuxtabilitas kinerja instansi pemerictah
untuk mengetahui kemampuanya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan -
organisasi;

2. bahwa untuk melaksanakan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah perlu dikembangkan sistem pelaporan akuntabiliias kinerja
yang mencakup indikator, metode, mekanisme dan tata cara pelaporan
kinerja instansi pemerintah; ,

3. bahwa pelaksanaan dan pengembangan sistem pelaporan kinerja tersebut
perlu diatur dalam suatu Instruksi Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; -

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas
;ﬁ lusn Dan Nepotisme ;

3. e;nﬁusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan

. Keuangan dan Pembangunan;

4. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun
1998;



5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 tentang LLembaga Administrasi

Negara;
MENGINTRUKSIKAN

Kepada :

1. Para Menteri;

2. Panglima Tertinggi Nasional Indonesia;

3. Gubernur Bank Indonesia;

4. Jaksa Agung;

5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;

6. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

7. Para Pimpinan Sekretariat Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara;

8. Para Gubernur,

9. Para Bupati/Walikota.
Untuk :
PERTAMA :

Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud
pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

KEDUA :

Pada tanggal 30 September 1999, setiap instansi Pemerintah sampai tingkat eselon IT
telah mempunyai Perencanaan Strategik tentang program-program utama yang akan
tercapai selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

KETIGA :
Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mencakup :

1. Uraian tentang visi, misi, strategi dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi;
2. Uraian tentang tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi,
3. Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

KEEMPAT :

Pada setiap akhir tahun anggaran, mulai Tahun Anggaran 2000/2001, setiap instansi
menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada Presiden dan
salinannya kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan
mengunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja.



KELIMA :
Kepala Lembaga Administrasi Negara ditugaskan untuk :

1. Membuat pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi
Pemerintah paling lambat awal tahun 2000/2001;

2. Memberikan bantuan teknis dan penyuluhan tentang pelaporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah.

KEENAM :

Kepala Badan Pengawasan Keunangan dan Pembangunan melakukan evaluasi terhadap
pelaporan akuntabilitas kinerja intansi pemerintah dan melaporkan kepada Presiden
melalui Menteri Negara koordinator Bidang Pengawasan Pembagunan dan
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Salinanya kepada Kepala Lembaga Administrasi
Negara.

KETUJUH :
Menteri Negara Koordmator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan
Aparatus Negara mengkoordinasikan pelaksanaan Intruksi Presiden ini.

KEDELAPAN :
Melaksanakan Intruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab,
serta memperhatikan lampiran Intruksi Presiden ini.

Intruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Juni 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan I1

Ph.

Edy Sudibyo

Basis Data

- Dokumen

INSTRUKST B e
PRESIDEN -~~~ = = . . =

Peraturan Lain yang terkait :



Lampiran 2

BUPATI BANTUL
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 4 3 TAHUN 2006
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

Memmbang :

Mengingat

a.

PEMERINTAH (LAKIP) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2005

BUPATI BANTUL,

bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Bupati
wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah dalam
mencapai misi dan tujuan organisasi pada setiap akhir tahun anggaran;

bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal dalam
pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan b perlu. menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang
Pembentukan Tim Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Kabupaten Bantul Tahun 2005;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbéhgan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Peraiuran Pemerintah Nomor 32 Tah‘i\m 1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerabh;

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

Instruksi:Presiden Nomor 7 Tahun1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kahupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2006 — 2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 20086 — 2010; :



Memperhatikan :

Menetapkan :
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

10. Peraturan Daerah’ Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2006 ten

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tz
Anggaran 2006;

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2005 tentang Petu

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabup:
Bantul Tahun Anggaran 2006

12. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penjabaran Angge

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Angge
2006;

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 589/I1X/1:

tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kin
Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Membentuk  Tim Penyhsun Laporan Akuntabilitas Kinerja Insta
Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bantul Tahun 2005 dengan susunan d
personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah :

a. Mengumpulkan dan mengelola bahan/data serta melakukan koordin:
dengan instansi terkait untuk menyusun LAKIP;

b. Menyusun LAKIP Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2005.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bup:
Bantul.

- Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupate
Bantul Tahun Anggaran 2006. i

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan- mempuny
daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2006.

/illefapkan di Bantul
7 padata‘ .@al - 1 MAR 2008

B,
u AT BANTUI;Q

S

. IDHAM SAMAWI w

alinan Keputusan Bupati ini i disampaikan Kepada Yth. :
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Ketua DPRD kabupaten Bantul,
Kepaia Bawasda Kabupaten Bantui;

Kepala Bagian Keuangah Setda. Kabupaten Bantul;
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul;

Sa!
1
2
3.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5
8
7

Yang bersangkutan.
! dntiik diketahii dan atan dinergunakan sehagaimana mastinva.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR k 3+ TAHUN 2006
TANGGAL - 1 MAR 2006
Susunan dan Personalia
No. [ Jabatan dalam Jabatan dalam Dinas Keterangan
. Tim R
1. | Penanggung Bupati Bantul
! | Jawab
2. | Pengarah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
3. | Ketua Asisten Tata Praja Setda. Kab. Bantul
4 f Sekretaris | Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda.
| ‘ Kab. Bantul ‘
% Sekretaris |l Kabid. Dalitbang Bappeda Kab. Bantul
5. | Anggota 1. Kasubbag. PRK Bappeda Kab. Bantul

6. | Staf Sekretariat

2.

S

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

Kasubid Penelitian Bappeda Kab.
Bantul

Kasubbag. Perangkat Daerah Bagian
Tata Pemerintah Setda. Kab. Bantul
Kasubbag. Pembukuan Bagian
Keuangan Setda. Kab. Bantul
Kasubbag. Ketatalaksana Bagian
Organisasi Setda. Kab. Bantul
Kasubbag. Pertanahan Bagian Tata
Pemerintahan Setda. Kab. Bantul
Kasubbag. TU Bagian Tata
Pemerintahan Setda. Kab. Bantul
Kasubbag. Pemda. Bagian Tata
Pemerintahan Setda. Kab. Bantul
Unsur Bagian Hukum Bagian Hukum
Setda. Kab. Bantul

Unsur Dipenda Kab. Bantul

Unsur Bagian Keuangan Setda. Kab.
Bantul

Unsur Bappeda Kab. Bantuli

Unsur Bagian AP Setda. Kab. 'Bantul
Unsur Bagian Organisasi Setda. Kab.
Bantul

Staf Bagian Tata Pemérintahan Setda. Kab.
Bantul :

Al

Marsinem, SIP

Y. Yitno Sugiyani
Anas Jauhari, SE -

Sri Wulandari, AMd
Mujahid SIP
Rudi Suharto, SIP

1. Siti Nuraini, SH

2. Tuti Yulianti, SIP
3. Tri Budiarto, SSTP
4. Etty Ratinah

5. Haryani

' A
re—

BUPAZA BANTUL,
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PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS PENDAPATAN DAERAIL
Jln. Gajah Mada No.1 Telp. 367260 Bantul

SURAT PENGANTAR

Nomor : 061/ & |

Kepada Yth.: Bupati Bantul
Cq. Ka. Bag. Tata Pemerintahan

Setda Kabupaten Bantul
NO. YANG DIKIRIM BANYAKNYA KETERANGAN
! | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 1 buku . Dikirim dengan hormat

Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan agar menjadikan periksa.
Dacrah  Kabupaten Bantul  Tahun '
Anggaran 2005

Diterima: a1-4.,08 Bantul, 17 Januari 2006

. .An. KEPALA DINAS
QLW

{laryant:
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PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS PENDAPATAN DAERAX
Jin. Gajah Mada No.1 Telp. 367260 Bantul

SURAT PENGANTAR

Nomor : 120/ 3b

a4

Kepada Yth.: Bupati Bantul

Cq. Ka. Bag. Tata Pemerintahan

Setda Kabupaten Bantul
]7 .
NO. YANG DIKIRIM BANYAKNYA KETERANGAN
! | Pengukuran Pencapaian Sasaran {(PPS) 1 bendel Dikirim dengan hormat

Tahun 2005 dan Pengukuran Kinerja
Kegiatan (PKK) Tahun 2005

Instansi : Dinas Pendapatan Daerah Kab.

agér menjadikan periksa.

Bantul

Di terijna ;

Bantul, 18 Januari 2006
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1AW N LW

kerakyatan

prasarana pelayanan
perdagangan yang sehat

Rehab loket 1 unit
Pasar Pundong

Rehab loket 1 unit
Pasar Pundong

~ INSTANS! - DINAS PENDAPATAN DAERAH KAE. BANTUL

' PERSENTASE
PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT : RENCANA

EALISASI KET.

SASARAN INDIKATOR SASARAN CAPAIAN (TARGET) R SAS TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

1 2 3 4 5 6
Meningkatkan PAD dan {Kalancaran dan - Rp 375.645.900,00 |- Rp 372.799.200,00 99.24
PDRB dengan berbagai |ketepatan waktu - 17 Kecamatan - 17 Kecamatan 100
upaya membayar PBB 75 Desa 75 Desa .

i Tersajinya data yang -Rp 30.000.000,00 |- Rp29.963.775,00 99.88
Penggalian sumber PAD | | -+ tentang PBB - 200 OP -202 OP 101
secara efektif & efisien :

Potensial
(t=1]
'QASESQS‘;Q‘? E’:r%:a; Tarif PBB sesuai dengan |- Rp 153.271.000,00 |- Rp 149.606.125,00 97 61
P 9 93" 1obyek yang ada -27.750 OP -26.524 OP 95.58
pay 1 Kec, 3 Desa 1 Kec, 3 Desa
Meningkatkan PAD dan ; - Rp 49.700.000,00 |- Rp 49.699.600,00 99.99
PDRB dengan berbagai Mempercgpat Ralliggmd - 17 Kecamatan - 17 Kecamatan 100
Obyek Pajak
upaya
Mengupayakan Terciptanya ketertiban |- Rp 29.998.650,00 |- Rp 29.995.800,00 99.99
penegakan supremasi dan ketentraman - 2 Pra Raperda - 2 Pra Raperda 100
hukum masyarakat 17 Kecamatan 17 Kecamatan
- Rp 47.289.000,00 |- Rp 47.162.500,00 99.73
. . |{Terb : :
Peningkatan ekonomi erbangun sarana dan | Rehab los 15 unit |- Rehab los 15 unit 100

\ ¢ S
N8 A v MP490017900

.
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BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
= | (BAPPEDA

A
Jin. RW Monginsidi No. 1 Bantul 55711,TIp. 367533, Fax (0274)367796

v A._\PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SURAT KETERANGAN / IJIN
Nomor : 070 /036

Membaca Surat : UAJY Yogyakarta Nomor : 265/R/1

Tanggal : 13 Desember 2005 Perihal : Permoh. Data Skripsi.
Mengingat . : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 tahun 1983 tentang

Pedoman pendataan Sumber dan Potensi Daerah ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 tahun 1983 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri ; dan
3. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/12/2004
tentang pemberian ijin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa
Bifjinkan kepada

Nama : MAYASARI LISTYORINI No.Mhs/NIM:13166/EA Mhs : UAJYY Yk.

Judul : EVALUASI PROSES PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTANBILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) PEMDA KABUPATEN BANTUL.

Lokasi : Kab. Bantul.
Waktu ' . Tanggal : 13 Januari 2006 s/d 26 April 2006
Dengan ketentuan

1. Terlebih dahulu menemui/melapor kepada pejabat pemerintah setempat (Dinas/ Instansi/ Camat/
Lurah setempat ) untuk mendapat petunjuk seperlunya;

2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.

3. Wajib memberikan laporan kepada Bupati ( c¢/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah )
Kabupaten Bantul.

4, Ijin ini tidak dlsalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan

hanya diperlukan untuk keperiuan ilmiah;

Surat Ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperiukan.

Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan ketentuan tersebut

diatas.
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Kemudian diharap para pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperiunya.

Dikeluarkan di  : Bantul.
Pada tanggal : 13 Januari 2006 .

Tembusan dikirim kepada Yth. :

Bapak Bupati Bantul.

Ka. Kantor Kesbanglinmas Kab.Bantul.

. Ka Bappeda Kab. Bantul.

Ka Bag Tata Pemarintahan Setda Bantul.
Yangbersangkutan.

Pertinggal.

ERala B ada Kabupaten Bantul





